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3. Promosi dan perlindungan HAM
merupakan tanggung jawab
moral dan hukum terhadap
agenda reformasi (proses demo-
kratisasi):

e Promosi promosi dan per-
lindungan HAM sebagai salah

satu nilai dasar (core values)

demokrasi;
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dianggap sebagai "the most
recent and innovative miles-
tone" dalam hal ini masalah
HAM disederajatkan dengan
dua pillar untuk yang lain yaitu
"development and security”;
terakhir munculnya ASEAN
Charter yang berlaku sejak 14
Desember 2008, yang mengan-
dung komitmen untuk mem-
bentuk "asean human rights
body";

No. 113/tahun 2009

seperti praktek intervensi militer
(preemptive strike) yang ber-
sifat _unilateral; pembenaran
penyiksaan dan penahanan
rahasia seperti yang terjadi di
Guantanamo Detention Center
(para teroris dianggap sebagai
illegal combatant);

e Persoalan prinsip-prinsip "uni-
versal, indivisible, interrelated.
and mutual reinforcing” ham
yang masih sering dibentur-




5.Internalisasi

kan dengan elemen-elemen
partikularistik;

e Belum berhasilnya negara-
negara berkembang atas
dasar "culturally sensitive
approach"”, mempengarubhi
atas dasar prinsip "pluralis-
me _konstruktif”, dalam
bentuk nilai-nilai sosial buda-
yanya dalam harmonisasi
"norms, values and stan-
dards” HAM internasional,
yang dianggap masih "wes-
tern dominated" dan jauh
dari "cross cultural “human
rights standards" dalam pro-
ses perumusan, interpretasi
dan implementasi; yang
lebih menyedihkan, hal ini
oleh sementara negara barat
dianggap sebagai rintangan
(impediment) terhadap pe-
laksanaan ham daripada
sebagai kekuatan (strength);
(Benny Y.P. Siahaan, Jakarta
Post, Desember 2008);

HAM di dalam

masyarakat termasuk .ditubuh
TNI(awareness — acquaintance
— attitude — behavior) sebagai
bagian reformasi TNI_belum
memuaskan, namun TNI yang
memegang fungsi pertahanan
negara (keamanan dalam arti
SEmpit), teian melakukan 1ang-
kah-langkah sistematis:

e Tap MPR tentang pemisahan
TNI-Polri;

e Amandemen UUD 1945, yang
secara tegas dalam Pasal 30
ayat (3) menyatakan bahwa
TNI (AD, AL, AU) sebagai alat
negara bertugas memper-
tahankan, melindungi, dan
memelihara keutuhan dan
kedaulatan negara; dalam hal

ini Polri ditugasi untuk menjaga
keamanan dan ketertiban
masyarakat bertugas me-
lindungi, mengayomi, melayani
masyarakat serta menegakkan
hukum; — dalam hal ini terlihat
bahwa dilakukan dikotomi
antara keamanan dalam skala
nasional dan keamanan dalam
skala "internasional; di antara
keduanya muncul. "grey area”
dalam' ruang lingkup operasi
militer selain perang (mooiw),
dalam mengahadapi ancaman
bahaya non-tradisional antara
lain Terorisme internasional,
kejahatan” transnasional _ter-
organisasi, bencana alam dan
lain-lain;
Dalam hal /ini [Polri. ditugasi -untuk
menjaga keamanan dan ketertiban
masyarakat bertugas melindungi,
mengayomi, melayani masyarakat
serta menegakkan hukum; - dalam
hal-.ini terlihat bahwa dilakukan
dikotomi antara keamanan dalam
skala nasional dan keamanan dalam
skalainternasional; "di ‘antara ke-
duanya muncul “grey area" dalam
ruang lingkup operasi militer selain
perang (mootw), dalam menghadapi
ancaman bahaya non-tradisional
antara lain Terorisme internasional,
kejahatan transnasional. terorgani-
sasi, beneana alam dan lain-lain;

e Amandermen UUD 1945 secara
bertahap tersebut secara si-
multan berbarengan dengan di-
undangkannya UU No. 3/2002
tentang pertahanan negara;
UU No. 34/2004 tentang TNI
dan perundang-undangan lain
terkait, termasuk surat perintah
Sekjen Dephan tahun 2008
tentang penerapan Hukum
Humaniter dan Hukum HAM
dalam penyelenggaraan per-
tahanan;
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Langkah-langkah lain secara
internal dalam bentuk buku
saku (Rule of Engagement);
penataran, pendidikan, semi-
nar dan lain-lain.

Mentaati proses pengadilan
Ham Ad Hoc tentang Timor-
Timurdan Tanjung Priok;
Terakhir tentang RUU per-
adilan militer;

Mentaati prinsip "civifian control
to. the military" dalam ke-
hidupan, demokrasi secara
sungguh-sungguh.

6. Tantangan-tantangan eksternal
daninternal ke depan;

Perkembangan bahaya ke-
amanan komprehensif (com-
phrehensive securily threats) ,
simetrik (state-centric) dan
asimetrik (bahaya terhadap
human security). Keterlibatan
TNI terhadap penanganan
yang terakhir ini membutuhkan
payung hukum dalam kerangka
negara demokrasi; hal ini men-
jadi relevan dengan tni karena
bahaya tersebut (seperti tero-
risme internasional) yang
didominasi oleh aktor-aktor non
negara, telah mencederai inte-
gritas teritorial dan kedaulatan,
bersifat transnasional dan mem-
bahayakan baik negara mau-
punmanusia;

Berkembangnya asymetric war
atau_the fourth generation of
war, yang mendayagunakan
baik sistem senjata teknologi
maupun sistem senjata sosial
dan tidak mengenal battle field
atu frontline; dalam hal ini ke-
terlibatan intelijen TNI sangat
dimungkinkan dan pasti akan
bersentuhan dengan HAM;

Kemungkinan penerapan
humanitarian intervention atas
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dasar responsibility to protect that gives the courts of any » Saat ini dengan berlakunya

apabila di suatu negara telah country jurisdiction over crimes pengadilan HAM Ad Hoc ter-
terjadi pelanggaran HAM against humanity, genocide dapat silang pendapat tentang
berat al. Kejahatan terhadap and war crimes, regardless of kewenangan untuk menentu-
kemanusiaan, genosida, ke- where or when the crime was kan ada tidak elang-
jahatan perang, tetapi negara committed, and the nationality garan HAM berat, apakah
tersebut terbukti unwilling of the victims or perpetrators. It Komnas HAM, Kejaksaan
atau unable untuk mengatasi- allows the prosecution of Agung atau DPR yang harus
nya maka negara-negara certain crim cotl memberikan rekomendasi

secara kolektif atas mandat of any count th : untuk terbitnya keppres. Secara
dewan keamanan dapat me . F ’ sfesional penyidiklah yang
lakukan serangan bersehjata .\ ‘hasnollinkto tha o vang untuk menentukan
terbatas; dalam ha y Penanganan _wilayah per- emen-elemen tindak

terjadi perkembapgan batasan (darat dan pulau-pulau "Political

kedaulatan yang .‘ terluar). 8 ada kese- DPR diperlukan

mengandung/prinsip: "nan - kewenangan
a ada-
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namakan " n dan non
tion" bag emikian juga
begitu beratnyz bisa ditafsir-

genosida dar
hadap kema

ari-Selasa; 11 'Septem
hingga masya 2001 yang menciptakan istila
internasional berha "a war o wipe out terrorism".
mengkualifikasikanhya’ sed ktrin tersebut telah meng
bagai pelanggaran,j b ' i
cogens (peremptory norms f\*
international law atau com-
pelling law) yang merupakan

. ,,.- B sebagai-
\\mahamd@' tur dalam_article*51

—dsas fundamental datam Un Charter; dalam hal [ni
hukum internasional yang pengertian "against the recent
diterima oleh masyarakat attacts” berkembang menjadi
negara-negara secara inter- dan meliputi "self defence
nasional sebagai suatu action against possible future
norma yang tidak memung- attacks”.
kinkan untuk diderogasi atau ¢ Pelanggaran HAM berat pasca
diingkari, dengan effek obli- icc ratification genocide, crimes
gatio erga omnes dimana against humanity dan war
setiap negara memiliki kepen- crimes yang di dalamnya diatur
tingan untuk melindunginya ; tenfang command respon-
“(universal jurisdiction is a sibility;

system of international justice
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